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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang M asalah

Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia ( BRIN)
merupakan Lembaga Pemerintahan Non Departemen ymrgugas
melaksanakan pelayanan di bidang pertanahan. BPMitBhtut untuk
mampu melayani masyarakat di bidang pertanahanyaJpaningakatan
pelayanan kepada masyarakat terus dilakukan. Hextang pelayanan
pertanahan dimaksudkan untuk melayani masyarakedrasemaksimal
dengan mengubah anggapan masyarakat bahwa pelaymmt@amahan
tersebut mahal, lambat, berbelit-belit, tidak ram@diak profesional, dan
tidak transparan.

Menurut Pasal 3 PP Nomor 24 Tahun 1997 menyebubiedwva

pendaftaran tanah bertujuan untuk :

1. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepateegang hak
atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dahakalain yang
terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan ydirisebagai
pemegang hak yang bersangkuatan.

2. Menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang hmekéngan

termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat meleipetata yang



diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mendedang-
bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yaal terdaftar.
3. Terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Pendaftaran tanah akan memberikan jaminan kepabtigam
mengenai subyek dan obyek atas suatu bidang tgetilaa sudah ada
bukti berupa sertipikat hak atas tanah. Pengeg@atipikat berdasarkan
Pasal 1 Ayat (20) PP Nomor 24 Tahun 1997 adaladt samda bukti hak,
yang berlaku sebagai alat yang kuat untuk haktatesh, hak wakaf, hak
pengelolaan, hak milik atas satuan rumah susunhdlrianggungan yang
masing-masing dibukukan dalam buku tanah yang beks#an’
Pendaftaran tanah di Indonesia diselengarakan Bktan Pertanahan
Nasional (Pasal 5 PP Nomor 24 Tahun 1997).

Pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia dapagidiua yaitu
pendaftaran tanah original (pendaftaran pertam@ ki@in pendaftaran
tanah derivative (pendaftaran tanah kedua kalpdBiaran tanah original
adalah pelaksanaan pendaftaran tanah untuk peki@itzagi tanah- tanah
yang belum terdaftar, sedangkan pendaftaran tamalvative adalah
pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka penagihdan pendataan
tanah karena terjadi peristiwa hukum, perbuatamimaupun perubahan
fisik. Didalam pendaftaran Original dapat dilakulkdengan dua cara, yaitu

pendaftaran tanah secara sporadik dan pendaftmah secara sistematik.

' Boedi HarsonaoHukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Uneadndang
Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannyztk. Kesepuluh, Djambatan, Jakarta, 2008, him. 472

2, Boedi HarsonoHukum Agraria .... Op.cihlm. 469



Kemudian produk akhir dari kegiatan pendaftararattaberupa sertipikat
hak atas tanah, yang mempunyai banyak fungsi bagiilignya dan
fungsinya itu tidak dapat digantikan oleh benda.ai
Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2@d&amg

Badan Pertanahan Nasional (BPN) semakin mengu&tdambagan BPN
untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan naérda kepada
masyarakat. Hal ini berdasarkan pada Pasal 2 PamnaRresiden Nomor
10 tahun 2006, yang berbunyi bahwa BPN mempunyajastu
melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pertanséxeara nasional,
regional dan sektorél.

Badan Pertanahan Nasional dalam memberikan pelayana
pertanahan kepada masyarakat berpedoman pada KaputkiBPN
Nomorl Tahun 2005 tentang Standar Prosedur OpPersjaturan dan
Pelayanan di Lingkungan BPN, kemudian diganti deraraturan KBPN
RI Nomor 6 tahun 2008 Tentang Penyederhanaan daepgdan Standar
Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Penmablanz Pertahanan
Untuk Jenis Pelayanan Pertahanan Tertentu, kemddianti lagi dengan

Peraturan KBPN Rl Nomor 1 Tahun 2010 tentang StaRd&yanan dan

3, Adrian SutediKekuatan Hukum Berlakunya Sertipikat Sebagai Tamakti Hak atas
Tanah,BP.Cipta Jaya, Jakarta, 2006, him.27

* http://www.bpn.go.id/CMSTemplates/getattachmenkasp-66f0363b-eff8-4221-a91b-
a7ch47e067al&fdiunduh tanggal 25 Mei 1012,Pukul 18:00 wib.




Pengaturan Pertahanan. Pada prinsipnya peraturanmé@mberikan
pelayanan yang terbaik di bidang pertahanan kepedgarakat.

Upaya pelayanan pertanahan kepada masyarakat didaksikan
oleh BPN vyaitu dengan mengeluarkan Peraturan KBRNN&mor 18
Tahun 2009 tentang Larasita BPN RI. BerdasarkaralPhsAyat (1)
Peraturan KBPN RI nomor 18 Tahun 2009, Larasita udakan pola
pengelolaan pertanahan dalam rangka mendekatkakspeban tugas
pokok dan fungsi BPN kepada masyarakat. Selanjytaga Pasal 1 Ayat
(2) disebutkan bahwa Larasita merupakan kantorapahian bergerak.
Berdasarkan Peraturan KBPN Rl Nomor 4 Tahun 200tng Organisasi
dan Tata Kerja Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pexteam mempunyai
tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi BRf\alalipaten atau
kota masing-masing.

Istilah Larasita merupakan kependekan dari ‘LaydRakyat untuk
Sertipikasi Tanah. Artinya, pemohon sertipikat Untmendaftarkan
tanahnya tak perlu susah payah datang ke kantor, BEpNmereka akan
dilayani petugas BPN yang datang langsung ditidpr&ban yang ada di
kecamatan sesuai dengan jadwal yang telah dibesatg&s akan turun
langsung ke lapangan untuk melayani pemohon deatipi Tapi
ketentuannya, pemohon di desa yang bersangkutamatiharus sepuluh

pemohon.

°. http://www.presidenri.go.id/DokumenUU.php/178.pdfiunduh tanggal 25 Mei 1012,
Pukul 18.05 wib




Selain tak perlu jauh-jauh datang ke kantor BPNmgdeon yang

mengikuti program Larasita juga diuntungkan dasi Biaya. Sebab, dalam

program ini BPN menerapkan tarif normatif untuk gemsan sertipikat.

Sehingga mulai pendaftaran hingga penerimaan s&tipiayanya sama

sesuai standar dari BPN.

Menurut Peraturan Kepala BPN Rl Nomor 18Tahun 2@d®ang

Larasita, Larasita mempunyai mekanisme sebagailie?ik

1.

Menyiapkan masyarakat dalam pelaksanaan pembaruyaariaa
nasioanal.

Melakasanakan pendampingan dan pemberdayaan mestyaditsidang
pertanahan

Melakukan pendeteksian awal atas tanah-tanah tarlan

Melakukan pendeteksian awal atas tanah-tanah yaingikésikan
bermasalah

Memfasilitasi penyelesaian tanah bermasalah yangngkin
diselesaikan dilapangan

Menyambungkan program BPN RI dengan aspirasi yemkembang

dimasyarakat

. Meningkatkan dan mempercepat legalisasi aset tayaslyarakat

Kegiatan Larasita yang dilaksanakan pada masingagdsntor

pertanahan mempunyai tujuan sebagai berikut :

®. Penyampaian Peraturan Kepala BPN Rl Nomor 18 72009 tentang Larasita BPN RI



1. Mendekatkan layanan pertanahan kepada masyaralkangga
masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan pelaydaramnformasi
pertanahan

2. Mengurangi beban biaya transportasi masyarakat maatiaftar dan
mengambil sertifikat

3. Menghilangkan campur tangan tangan orang ketigay yarkaitan
dengan pelayanan pertanahan yang disinyalir selsati satu bagian
yang turut merusak citra BPN RI

4. Memberikan kepastian pelayanan pertanahan yangdggiag jawab.

Pelaksanaan Larasita pertama kali oleh Kantor Ran&n

Kabupaten Karangaanyar Provinsi Jawa Tengah mel&kgiatan

pelayanan pertanahan dengan komputerisasi atau L@&fifice

computerization (LOC) sejak tahun 2002.Larasitasiinikan oleh Kepala

BPN RI pada tahun 2006. Larasita sangat mendapktingan dari

Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan DPRD Kabugédeanganyar.

Pada APBD tahun anggatan 2006 disediakan dana ungrkbangun

Larasita. Selanjutnya Larasita diujicobakan di aupaten/kota.Darihasil

uji coba.Larasita mampu mengurangi aktivitas pearaldan meringankan

beban masyarakat.Hingga akhir tahun 2008.Laraskardbangkan di 124

kabupaten/kota diseperempat wialayah Indonesia.R&te tahun 2009

menambah jangkauan di 134 kabupaten/kota. Pada &mun 2009

hampir 60 persen wilayah Indonesia sudah terjangéi@n program



Larasita. Pada akhir tahun 2010 diharapkan selwildlyah Indonesia
telah dijangkau oleh Larasita.

Dengan program tersebut, masyarakat bisa mengamgsung
tanpa perantara. Semua dilayani, mulai dari peggisformulir,
pembayaran sampai pengambilan sertipikat. Jadyamujpemerintah
dengan adanya program ini selain percepatan peamndaft dan
persertipikatan tanah dengan program Larasitaa gemnsip lain yang
ingin dilakukan Badan Pertanahan Nasional (BPN)addaemotong jalur
‘perantara’ yang selama ini banyak dikeluhkan mesiat serta karena
anggaran awal peluncuran program ini sangat bestr kurang lebih 100
miliyar maka harapannya dari program ini dapat nmeemip masyarakat
yang memang membutuhkan dalam pengurusan dan pemadatanah di
seluruh indonesié.

Larasita dilaksanakan oleh suatu tim Larasita ydigentuk di
kantor pertanahan. Tim Larasita telah memiliki jathwntuk berkunjung
ke masing-masing kekelurahan. Susunan tim Lar&sisd diatur dalam
Lampiran | Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nalgddomor 18 Tahun
2009. Kegiatan tersebut juga dilaksanakan di Kataupa
Magelang.Pelaksanan Larasita di Kabupaten Magetergakup 180 desa
dari 21 kecamatan. Salah satunya di Candimuyo rierhd Dusun yang

terdiri dari 10 RW dan 38 RT.

"http://www.kota-tegal.bpn.go.id, diunduh tanggal\&i 2012, Pukul 18:12 wib
8 http://www.harianbangsa.com, 25 Agustus 2012




Berdasarkan data yang ada di kantor pertanahan pasdu
Magelang untuk wilayah Kecamatan Candimulyo dipakian total ada
sekitar 1738 bidang tanah yang terdiri dari 10 d&sang terinci sekitar
1363 bidang tanah yang sudah bersertipikat dan $¥a®g belum
bersertipikat. Sehingga kedepannya program laratittarapkan dapat
membantu masyarakat dalam mendaftarkan bidang rigaajang belum
bersertipikat.

Jadwal kunjungan Larasita disetiap Desa di kecamatlah 4 kali
dalam seminggu, dimana 2 kali untuk konsultasi,iaisasi ataupun
penyuluhan, dan 2 kali yang lain untuk pelayanamgpeusan pendaftaran
tanah dilengkapi dengan 7 orang petugas dalampsé&ad kunjungan,
dimana 5 orang petugas ikut di dalam mobil Laragien 2 orang

mengendarai sepeda motor yang tugasya adalah sélgamukur.

Kecamatan Candimulyo ini merupakan daerah yang gy&uh
dijangkau berkisar 15-20 Km dari Kantor PertanahKarena tidak
mudahan akses ini banyak masyarakat yang tinggaleda ini belum
mendaftarkan tanahannya. Menurut Kantor Pertanalkabupaten
Magelang, jumlah permohonan pelayananan pertangaag melalui
Larasita cukup banyak. Namum sejauh ini belum dikeit seberapa efektif
kah dimata masyarakat tentang pelayanan pertamablatui Larasita.

Berdasarkan hal tersebut maka saya tertarik untekgadakan

penelitian dengan judul : “Efektivitas Pelaksandaarasita di Kantor



Pertanahan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Terf{alcamatan

Candimulyo)”.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah efektivitas kegiatan Larasita di KanRertanahan
Kabupaten Magelang?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi Kantor Penmaabupaten
Magelang dalam melaksanakan pendaftaran tanah undtabgram

Larasita?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Pendlitian
a. Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pelaksaraaasita
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang.
b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh KaR&stanahan di
Kabupaten Magelang magelang dalam melaksanakanatlagi

pendaftaran pendaftaran tanah dalam program larasit

2. Manfaat Penelitian
a. Untuk menambah kajian tentang mekanisme pelayarmaomu

kepada masyarakat.



b. Diharapkan bisa sebagai masukan dan pertimbangau&é3PN RI
umumnya dan Kantor Pertanahan kabupaten atau katia p
khususnya dalam meningkatkan pelayanan pertanateggrad&
masyarakat terhadap pelayanan melalui Larasita.

c. Memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenagpgpiers
masyarkat terhadap pelyanan pertanahan melalusitara

D. Tinjauan Pustaka
1. Pendaftaran Tanah
Pengertian pendaftaran tanah menurut Perturan Reafer
Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 1 Pendaftaran tanahhallataatan yang
dilakukan oleh pemerintah secara terus menerukefieambungan dan
tertur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembuka@m penyajian
serta pemeliharaan data fisik dan yuridis dalantusepeta dan daftar,
mengenai bidang tanah dan satuan rumah susun,sigknp@mberian
surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanahgysudah ada
haknya dan hak milik satuan rumah susun serta akkdrtentu yang

membebaninya.

Tujuan pendaftaran tanah sendiri sesuai dengan| Pasa
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu:
a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungapadéta

pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan susah dan hak-

° AP.Parlindungan, Pendaftaran Tanah di IndonesiadBng, Mandar Maju, 1999, him.73
'® pasal 3 PP Nomor 24 tahun 1997



hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat bonerkan
dirinya seebagai pemegang hak yang bersangkutan;

b. Menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang hmekéngan
termasuk pemerintahan agar dengan mudah dapat meeipdata
yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukumgenai
bidang-bidang tanag dan satuan-satuan rumah susog sudah
terdaftar;

c. Terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Pendaftaran tanah diselengarakan oleh Badan Phetana
Nasional (Pasal 5 PP Nomor 24 Tahun 1997). Obyekaftaran tanah
menurut Pasal 9 Ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 199 1ol
1. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak mhi&k guna

usaha, hak guna bangunan dan hak pakai.

2. Tanah hak pengelolaan.

3. Tanah wakaf.

4. Hak milik atas satuan rumah susun.

5. Hak tanggungan.

6. Tanah Negara.

Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatanigft@anan
tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data gfeemdn tanah
(Pasal 11 PP Nomor 24 Tahun 1997). Kegiatan peamdaftanah untuk

pertama kali adalah kegiatan penndaftaran tanahg ydirekukan



terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didadétalasarkan PP
Nomor 24 Tahun 1997, sedangkan pemeliharahan datdaftaran
tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk reeay@n data fisik
dan yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanaftad nama, surat
ukur, buku tanah, dan sertipikat dengan perubakamdphan yang
terjadi kemudian (Pasal 1 Ayat (9) dan (12) PP Noraé Tahun
1997)H

Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakatalan
pendaftaran tanah secara sporadik (Pasal 13 PP mM\&#hitahun 1997),
pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegistagaftaran tanah
untuk pertama kali yang dilakukan secara sereraalgy yneliputi semua
obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar daldayah atau bagian
wilayah suatu desa/kelurahan secara missal sedangkadaftaran
tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftanah untuk pertama
kali mengenai satu-satu beberapa obyek pendafttaaah dalam
wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahaaraeindividual

(Pasal 1 Ayat (10) dan (11) PP Nomor 24 Tahun 1997)

Pendaftaran tanah akan memberikan kepastian hukemgenai

subyek dan obyek atas suatu bidang tanah apaldahsada bukti

Y“A.P ParlindunganPendaftaran Tanah di Indonesia (Berdasarkan PP Mlolahun 1997)
dilengkapi dengan Peraturan Jabatan Pejabat Pemi#dda Tanah (PP. No.37 Tahun 1998)

Mandar Maju, Bandung, 1999, him..6



berupa sertipikat hak atas tanah. Pengertian getiperdasarkan Pasal
1 Ayat (20) PP Nomor 24 Tahun 1997 adalah suradadsukti hak,
yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuatkun#k atas tanah,
hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuarah susun dan
hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukuldamd buku
tanah yang bersangkuatan.

Dengan demikian hasil akhir dari kegiatan pendaftatanah
adalah penerbitan sertipikat hak atas tanah yarfgrigsi sebagai alat
pembuktian yang kuat sehingga dengan adanya &ettimaka dapat
dikatakan bahwa suatu hak atas tanah sudah mefaitikhan kepatian

hukum.

. Larasita

Dalam rangka mendekatkan pelaksanaan pelayanamabkéan.
BPN RI mengembangkan program pelayanan pertanaht@maalain
yang disebut dengan Larasita. Larsita dilaksanakatuk member
keadilan pelayanan pertanahan bagi masyarakatydPala pertanahan
diharapkan akan menjadi lebih cepat, lebih luasigak wilayah, dan
menjamin pengurusan pertanahan tanpa perantarasitaadilakukan
dengan cara mendekatkan pelaksanaan BPN RI kepasimrakat atau

sering disebut dengan istilah jemput bola.



Larasita merupakan kantor pertanahan bergerak yang
mempunyai fungsi sama dengan fungsi kantor pertanaharasita
diatur didalam Peraturan KBPN RI Nomor 18 Tahun ®Dfrasita
merupakan pola pengelolaan pertanahan dalam rangialekatkan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pertan&lzsional
Republik Indonesia kepada masyarakat (Pasal 1 @yatPeraturan
KBPN RI Nomor 18 Tahun 2009).
Pasal 2 Ayat (1) Peraturan KBPN Rl Nomor 18 TaRR(@9
menyebutkan bahwa Larasita mempunyai tugas pokokudagsi yang
berlaku pada Kantor Pertanahan. Selanjutnya padal PaAyat (2)
disebutkan selain melaksanakan tugas pokok darsifisgpagaimana
dimaksud pada Pasal 2 Ayat (1), Larasita juga memyaittugas ™
1. Menyiapkan masyarakat dalam pelaksanaan pembahagranan
nasional.

2. Melaksanakan pendampingan dan pemberdayaan maat/adak
bidang pertanahan.

3. Melakukan pendeteksian awal atas tanah-tanah tarlan

4. Melakukan pendeteksian awal atas tanah-tanah yamgjkasikan
bermasalah.

5. Memfasilitasi penyelesaian tanah bermasalah yanghgkin

diselesaikan di lapangan.

“Pasal 2 Ayat (1) Peraturan KBPN RI Nomor 18 Tah0ox



6. Menyambungkan program Badan Pertanahan NasionaubRlep
Indonesia dengan aspirasi yang berkembang di nmasytar

7. Meningkatkan dan mempercepat legalisasi aset taaaslyarakat.

Adanya Larasita, kantor pertanahan menjadi mampu
menyelengarakan tugas-tugas pertanhan dimanapget t&egiatan
berada. Pengerakan tersebut juga akan member mngksi antara
aparat BPN Rl dengan masyarakat sampai pada tingi@matan,
kelurahan/desa, dan tingkat komunikasi masyarakaeluruh wilayah
kerjanya, terutama pada lokasi yang jauh dari kgreéadanahan.

Larasita dilaksanakan dengan dukungan kendaraan adtd
transportasi lainnya, teknologi informasi dan korkasi, dan/atau
sarana dan prasarana yang tersedia di Kantor Bbean(Pasal 3
Peraturan KBPN Rl Nomor 18 Tahun 2009)

Biaya yang timbul dari pelaksanaan Larasita dibk@amnpada
Mata Anggaran Badan Pertanahan Nasional Repubdbniesia atau
sesuai ketentuan peraturan pemerintah tentangdeanigariff atas jenis
penerimaan negara bukan pajak yang berlaku padanBRdrtanahan

Nasional Republik Indonesia.

. Pengertian Sertipikat Hak Atas Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Pasaydi3(3)

menyebutkan bahwa salinan buku tanah dan Surat &#tetah dijahit



menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas Isgangubentuknya

ditetapkan oleh Menteri Agraria,disebut sertipitah diberikan kepada

yang berhak® Sedangkan Pasal 1 angka (20) Peraturan Permerintah

No.24 Tahun 1997 (PP 24/1997) menyebutkan bahwigikat adalah

surat tanda bukti hak bagaimana dimaksud dalan P@sgyat (2) huruf

¢ UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tasdaf, hak milik
atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yasanbgkutan.

Adapun buku tanah adalah dokumen dalam bentukrdgdiag
memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek attachn tanah yang
sudah ada haknya sedangkan di dalam daftar tarddpss data yuridis
dan data fisik. Dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Data Fisik adalah keterangan mengenai letak, laaduas bidang
tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, tekriatarangan
mengenai adanya banguanan atau bagian bangunasngiat

2. Data Yurisis adalah keterangan mengenai status nmukigang
tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemdgkmya dan
hak pihak lain serta beban-beban lain yang memioajsan

Disamping terdapat daftar tanah dalam sertipikaigytgerjahit
menjadi satu, juga terdapat surat ukur, sedangleat skur itu sendiri

adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidkdgm bentuk

. Boedi Harsono,Hukum Agraria Indonesia Peraturaraferan Hukum Tanah,Djambatan,
Jakarta, 1982 , him.167

' Effendi Peranginangin,S.H, Praktek Hukum AgraBiertipikat Hak Atas Tanah, Esa Study
Club, Jakarta,1981, him. 17



peta dan uraian. Sebagaimana telah diuraikan sebhgiibahwa untuk
tiap-tiap hak yang dibukukan, dibuatkan salinan daku tanah yang
bersangkutan dan disimpan di Kantor Pertanahampeatesebagai arsip
atau bukti bahwa suatu bidang tanah telah didaftagehingga sempat
dapat dikatakan bahwa sertipikat merupakan proddiir adari pada

kegiatan pendaftaran tanah.

Pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kalingalam
peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasaildldiédan dengan

2 metode®?

a. Pendaftaran tanah secara sistematik, merupakan at&egi
pendaftaran tanah untuk pertama kalinya yang didakusecara
serentak yang meliputi semua obyek pendaftararhtgaag belum
didaftarkan dalam wilayah atau bagian wilayah sudésa atau
kelurahan, pendaftaran ini dilakukan oleh pemehiatssecara
berkesinambungan dan bergerak aktif agar selunahtserdaftar.

b. Pendaftran tanah secara sporadik, adalah kegiatashafiran tanah
untuk pertama kalinya mengenai sutu atau beberapgeko
pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilsistu desa
atau kelurahan, pendaftaran tanah secara spordakisahakan atas
permintaan pihak yang berkepentingan yaitu pihakgymemiliki

hak atas tanah tersebut.

> Boedi HarsonoHukum Agraria .... Op.cithim 475



E. Metode Penédlitiann
1. Obyek Pendlitian
Efektivitas Pelaksanan Larasita di Kantor Pertanaha
Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah Kecamatadi@ulyo.
2. Subjek Penelitian
Yang menjadi subjek penelitian adalah pihak-pihakgydipilih
penelitia untuk mencari informasi dan keterangaia@ap masalah

yang akan diteliti, antara lain adalah :

a. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang.

b. Kepala Desa Podosoko, Kecamatan Candimulyo, Kabopat
Magelang.

c. Kepala Desa Tampirkulon, Kecamatan Candimulyo, kKaben
Magelang.

d. Kepala Desa Kembaran, Kecamatan Candimulyo, Kabuopat
Magelang.

3. Sumber Data
a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari lapangaelifan atau dari
subyek baik dengan wawancara atau membuat pertangagsung yang

diperoleh dari subyek tersebut.



b. Data Sekunder

Dalam data sekunder diambil dari dokumen-dokumesip-a
arsip yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupatereldag yang

berhubungan dengan pelaksanaan Larasita.

4. Metode Pendekatan

Penelitian ini  menggunakan metode pendekatan wuridi

sosiologis, yakni pendekatan hukum yang berlakardahasyarakat.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara: wawancara dilakukan denga pimpinan HKanto
Pertanahan, Kooordinator tim Larasita, anggota {arasita,
masyarakat, dan pihak-pihak yang terkait dalamatagi Larasita.
Wawancara dilakukan dengan menggunakanpanduan wavean

b. Purposive sampling: pengambilan sample yang didasapada
tujuan tertentu, teknik ini biasanya dipilih karehkaterbatasan
waktu, tenaga dan biaya, sehingga tidak dapat nmaniggemple
yang lebih beasar jumlahnya dan jauh letakflya.

c. Dokumentasi: dengan mengumpulkan, mempelajari, maneliti

benda-benda tertulis seperti, catatan harian, ,alosiku, peraturan,

'®_Ronni Hanitijo Soemitro, Matode Penelitian Hukdan Jurimetri, Jakarta, Ghalia
Indonesia, 1990, him.51



dan laporan rutin yang diperoleh dari pelaksanammadita di Kantor
Pertanahan Kabupaten Magelang.

6. AnalisisData

Analisis data yang digunakan adalah yuridis
empiris.Menjelaskan masalah-masalah yang diteléngan hasil
penelitian yang diperoleh dalam kaitannya dengaatpean hukumnya,
serta melihat kenyataan sehari-hari dalam prak#ta yang berhasil
dikumpulkan dalam penelitian tersebut (baik datamer maupun
sekunder) akan dianalisis dengan menggunakan gurempiris,
sehingga memungkinkan menghasilakan kesimpulan r akdaing

memadai sebagai penelitian.



